
 

 

 

 

BUPATI PASURUAN 

 

PERATURAN BUPATI PASURUAN  

NOMOR   11   TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN  

NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PASURUAN, 

 

Menimbang     : a. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan pada 

beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat 

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

 b.   bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran rincian 

obyek pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan untuk 

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 

berupa Bantuan Mobil Dinas kepada Polres Kabupaten 

Pasuruan dan adanya pergeseran anggaran pada Dinas 

Pendidikan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran 

antar Rincian Objek Belanja dan Objek Belanja; 

 c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pergeseran antar Rincian 

Objek Belanja dan Objek Belanja dilakukan dengan cara 

mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

 

 

 



 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Pasuruan tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 

2013Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 

 

Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam  

Lingkungan Propinsi  Jawa Timur (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5049); 

 

 



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomon 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4614); 

 



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2007 Nomor 05); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS 

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 

2013 TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2013 

 

Pasal 1 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013 diubah dan harus dibaca:  

1. Ketentuan Lampiran III Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 

a. Urusan Pendidikan di Dinas Pendidikan pada : 

- 1.01.01.16.41 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada 

Rincian Obyek Belanja Langsung 

b. Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, 

Kepegawaian dan Persandian di Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

pada : 

- 1.20.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Diubah 

sehingga berbunyi sebagaimana terlampir 

 

 

 

 

 

 



Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 

 

 Ditetapkan di Pasuruan 

 Pada tanggal 31 Mei 2013 

  

 BUPATI PASURUAN, 

    

   
ttd. 

 

    

    

   DADE ANGGA  

Diundangkan di Pasuruan  

Pada tanggal  31 Mei 2013 

  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PASURUAN, 

 

ttd.  

 

AGUS SUTIADJI  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2013 NOMOR 11 

 


